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22 September 2025
o

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

KBLAS III KAMBUAYA Disahkan Oleh !

PENYEBLESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1

VR

Dagar Hukum :

Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republils Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

S CNDep ‘gﬂ.f\%g 8l Pelalkanna ;
1 PPID Pelaksansa

Pejabat Suruktural yang bertanggung jm;nb di bidang

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indenesla Nomeor 112);
3 Peraturen Pemerintah Nomee 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informast penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 99); atau pelayanan informasi di lingkungan Kantor Unit
4 Peraturan Preaiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1l Inanwatan
B Peraturan Menterd Perhiubungan Nomer 118 Tahun 2031 tentang Perubahan Kellma atas Peraturan Menterd Perhubungan Nomor PM 40 Tahun
2014 tentang Organisas! dan Tata Kerfa Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; 2 Manajer Informasi dan Deleumentasi
& Peraturan Komisi nformasi Pusat Nomor | Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Pejabat Struktural yang bertanggung jawab
2010 Nowmor 272); menyediakan informasl secara baik dan efigien;
7 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesnlan Bengketa Informasl Publik (Berita Negara Republik melakukan pengawasan terhadap pelakennaan
Indonesia Tahun 2013 Nomor 644); layanan informasi
B Peraturan Komisl Informasi Pugat Notnor 1 tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informaai Publile (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2017 Nowmor 429);
9 Peraturan Menterl Perhubungan Nomer 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Oprasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Perhiubungan ;
10 Peraturan Mentert Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dolkumentasi di Linglaungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 678);
11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomoer PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasl dan Tata Kerja Rementerian Perhubungen (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2021 Nomor 873);
12 Peraturan Menterd Perhubungan Nowmor KM 117 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolann Informasi dan Dekumentasl di Linglungan
Kementerlia Perhubungan,
Reterkaltan Peralaian / Porlongkapan -
1 Alat Tulis Kantor
2 Neta Dinas
3 Laptop/Komputer
Peringatan encatatan dan Pendataan |
1 Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi

Cara Mengatasi ;




Keterkaitan ;

Peralatan [ Perlengkapan :

i Alat Tulis Kanter
2 Wota Dinas

3_lapten/Kemputer

Peringatan

Pencalat

Cara Mengatas! |

1 Pormulir Keberatan Atas Permehonan nlormasi

iA i

nengkea teraebur

Pelaksana i;:mm Btandar Mutu o
No Keglatan PPID Infarmasi '
y Pemshen | Pelaksana Pel’ ilb Pib Utama Atasan PPID Pusat (KIB) Keleaghapaa Wakty Butput
BT aksana
Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas :: :
keberatan yang telah diajukan kepada atasan .
PPID dalam jangka wakiu 30 (tiga puluh] bari ] L Surat gugatan
1 |kerja sejnk keberatan diterima oleh atasan PPID Burai Keberatan | 30 hari ketja @gﬁgk@gfg
atau merase tidak puas erhadap infermasi ¥ang
dibertkan, pemohoen informasi dapat mengajukan
sengleta
Pengajusn senghketa dari pemehen ditujulan Surat gugatan | hai kerja | Hurat pengajuan
2 liepuda Komisi Informasi Pusat (KIP) sengleta ‘ senghketa
Komisi Informasi Pusat menerira peagajuan - 14 hari kerja Burat
5 |seneketa Pemonon lalu meinberikan surat : Burat peagajuan | ooj00 lamba{ pemberitabiuan
pemberitahuan kepada atasan PPID werkail sengheia 100 hari ketja | kepada Alasan PBID

Atasan PPID menerima pemberitahiuan senigheia,
Atasan PPID dapat mewakilkan senghketa atau

Bural pemberitabiuan

i hari kerja

Burat Kuasa atau

oleh PPID Utama

Rapat

4 |memverikan kuasa kepada PEID Utama, PPID kepada Atasan PPID Disposisi
Pelaksana, atau PPID Peiaksana UPT
Burat
s |PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibanti I—.-l"‘ Pemberitahunan | 1 hari kerja Hasil rapat




